
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

BUPATI   TAPANULI   TENGAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA 

 

 

PERATURAN  BUPATI  TAPANULI  TENGAH 

NOMOR  :             TAHUN 2021 

 

 

TENTANG 
 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  

KABUPATEN TAPANULI TENGAH  TAHUN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 

BUPATI TAPANULI TENGAH, 

 
 

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 

273 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang  Tata cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022. 

. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor  7  Tahun 1956  tentang Pembentukan Daerah 

Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi 

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1092); 

2. Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 



 

 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah                        

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 11 Tahun  2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  6279);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Pemerrintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  6321); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1114); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1447); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan  Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025; 



 

 

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapanuli 

Tengah Tahun 2006 – 2026;  

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2013 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah 

Tahun 2013-2033; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 

Kabupaten Tapanuli Tengah; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli 

Tengah Tahun 2017-2022;  

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 7 tahun 2020 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli 

Tengah Tahun Anggaran 2021; 
 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH 

TAHUN 2022. 
 

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
   

 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

 1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah; 

 2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

 3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah; 

 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli 

Tengah; 

 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah; 

 6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah 

Kabupaten Tapanuli Tengah yang bertanggung jawab kepada Kepala 

Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari 

Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten, Dinas 

Kabupaten dan Lembaga Teknis Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan; 

 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat 

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 

periode 5 (lima) tahun; 

 8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 

adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 

1 (satu) tahun; 



 

 

 9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk 

periode 1 (satu) Tahun; 

 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

 11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan 

bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang 

mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun; 

 12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat 

PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal 

anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai 

acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan 

DPRD. 
 

BAB  II 
 

PENETAPAN DAN SISTEMATIKA RKPD TAHUN 2022 

Pasal 2 
 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RKPD Tahun 2022.  

(2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu              

tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 berakhir pada 

tanggal 31 Desember 2021. 
 

Pasal 3 
 

RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan 

penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, 

prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang 

dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan 

mendorong partisipasi masyarakat. 
 

Pasal 4 
 

RKPD Tahun 2022 sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai 

pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan KUA, PPAS dan 

Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021. 
 

Pasal 5 
 

Sistematika RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut : 
 

  Bab     I    Pendahuluan 

  Bab    II Gambaran Umum Kondisi Daerah  

   Bab   III  Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 

   Bab   IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 

    Bab    V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 

    Bab  VI Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah 

   Bab VII Penutup. 

 



 

 

Pasal 6 
 

(1) Sasaran dan Prioritas pembangunan daerah sebagimana dimaksud dalam 

Pasal 5 disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 

2017-2022, Prioritas Nasional Tahun 2022 dan Prioritas Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2022. 
 

(2) Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2022 

dikelompokkan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang secara rinci tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 
 

Pasal 7 
 

(1) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang 

tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan 

Bupati dengan Ketua DPRD. 

(2) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat 

terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar 

biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

setelah RKPD ditetapkan. 
 

Pasal 8 
 

RKPD Tahun 2022 secara rinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB  III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Tapanuli Tengah. 

 

    


